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Pugaan Korupsi Pengadaan Kapal Nela

Penyidik Tunggu Hasil Tj

DENPASAR, J) 1Ba
- Meski meriyatakan sudah
ada kepastia| terkait keru-

gian negara, ningga saat ini

penyidik Ke aksaan Tinggi
(Kejati) Bali belum mene-
tapkan ter<angka dalam
kasus dugaa korupsi pen-
gadaan kapa untuk nelayan
di Buleleng d:
Perikanan dan Kelautan.
Malah kini pe hyidik kembali
flasil dari tim

ri Kementrian

sifikasi In

|

|

an di Buleleng

Marine

Kejati Bali, Ashari Kurni- caya diri dengan ha-

awan mengatakan hasil sj] pemeriksaan tersebut,

pemeriksaan tim Marine  Ashari menjawab diploma-

KKP RI ini menyangkut tis “M
spesifikasi dan kelayakan dahb

emang cukup'paniang
ertahap, namun pihak

kapal. Dengan hasil tim ma- penyidik terus berupaya

rine KKP R
mele}ngkaph;asi;l,mstgnsi p
terkait. Pem 5 P

donesia (BKI).
Hasilnya, ditemukan bany. k d
kejanggalan dalam pen- ka

i _ : SR g
- dengan BPKP. Hasilnya kita nelayan. Bahkan disebut ada

tersebut, akan  merampungkan segala taha-

yang harus dilalui,”

eriksaan spesi-  jelasnya Jumat (3/1). Ter-

fikasi dan ke ayakan kapal kaft kerugian negara hasil
sebenarnya sudah pernah gelar dengan BPKP (Badan
dilakukan oleh Badan Kla- Pehgawas Keuang Pem-

- baphgunan) Witém,

penetapan tersang-

: Ashari masih enggan
_gadaan kapal tersebut. ményebutkan. “Yang jelas
Apakah penyidik belum | sufiah dilakukan ekspose

tunggu saja,” bebernya. Kejanggalan dalam kompo-
~ ~ Seperti diketahui, pe-  hen dan piranti kapal yang
nyelidikan kasus dugaan {auh dari kata layak.

korupsi pengadaan kapal

Informasi yang dihim-

ikan untuk nelayan di Bule-  pun, dalam kasus ini penyi-
leng sud%x berjalan sekitar Hik sudah menyiapkan dua

satu tahur

1. Dalam kasus ini, ftalon tersangka. Namun

penyidik Pidsus Kejati Bali  pelum diungkap siapa saja
mendalami dugaan korupsi  Hua calon tersangka yang
dalﬁn pengadaan kapal abarnya sudah beberapa

untu

nelayan dari Kemen- kalj diperiksa penyidik.

trian Perikanan dan Kelau- Dalam kasus ini, penyidik
tan senilai Rp 10 miliar. kudah memeriksa beberapa

-yang dibuat tidak sesuai Disnakanlut Buleleng serta

Dugaan i wal, tujuh kapal pejabat di Disnakanlut Bali,

}ggepilc an awal d

engan rekanan dari PT F1. & 'rez
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Krama Lalang
ek juga minta
penangguhan
~ penahanan
| terhadap |

Nyoman Sukarya

ersangka dan
jititip di Lapas
IIB Tabanan.
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Banjar l.alang Pasek, Desa
Cepaka, Kecamatan K diri

Tabana mendatangi kantor

pembang
LalangPasek pada tahun 2008,
Pasalnya, pembangunan Balai
Banjar Lalang Pasek sudah
pernah diaudit oleh Badan
Pengawat Daerah (Bawasda)
Pemkab T'abanan dan Ketua
Panitia Pembangunan.
Puluhan krama Banjar Lal-
ang Pasek yang nglurug kantor
Kejari Tabanan dipimpin 1
Made Arianta. Mereka datang
dengan &iengawalan pihak
kepolisian, Kedatangan warga
disambut langsung oleh Ke-
pala Kejari Tabanan Atang
Bawono hersama Kasi Pidsus
Ida Bagus Alit Ambara. Enam
orang petwakilan kemudia
diterima unituk menyampaikan

'aspirasinya. Para perwakilan

krama ini|ah yang kemudian
menyamptikan lima poin as-
pirasi masjvarakat.

Kelima aspirasi itu yak-
ni meminfa Kejari Tabanan
menghentjkan kasus dugaan
penyalahgi naan hibah sebesar
Rp 200 juta lebih untuk pem-
bangunan j3alai Banjar Lalang
Pasek. Alasannya, dana hibah
itu sudah djaudit oleh Bawasda
bersama Ketua Panitia I Gede
Tiasa. Hasil audit itu, pem-

bangunan Falai BanjarrLaliang 7

1yak 50 orang krama

unan Balai Banjar :

Perwakilan krama Banjar Lalang
Tabanan diterima Kajari Tabanz

Pasek, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri,
n, Atang Bawono (kiri), Jumat (3/2).

© NUSABALI/DESAK

f;;s_ék§ ménghabiskan dana

'sebesar Rp 360 juta. Pertang-
gungjawaban keuangan sudah
“disampikan pada paruman
‘atau rapat adat. -

Dalam paruman banjar it}s,
turut dihadiri dan disetujui
oleh I Gusti Ngurah Putia
Sarjana. Putra Sarjana sebel-
umnya pernah mendatangai
Kejari Tabanan bersama
orang krama untuk mengusut
aktor intelektual kasus dugaa
penyalahgunaan dana hibah.
“Intinya warga tidak ada ya
keberatan dan mempersoalka
apalagi bangunan balai banj
sudah selesai,” ujar koordin
tor massa, I Made Arianta.

Bahkan mantan Kelian Ad
I Nyoman Sukarya - tela
ditetapkan tersangka da
ditahan di Lapas kelas II
Tabanan - pada saat pemban
gunan balai banjar diberika
wewenang penuh dalam pen
gelolaan uang dan krama tida
ada yang mempersoalkanny
Kedua, sejak tahun 2008 suda
3 kali pergantian kelian ada
dan tidak ada yang memperso
alkan pembangunan balai ban
jar. Ketiga, sudah ada keputu
sanrapat untuk menghentika
kerjasama dengan pihak ketig
antara lain I Wayan Sukaja da
[ Ketut Suwardiana karen
diberhentikan sebagai anggo
DPRD. Pada saat itu Sukaja dan
Suwardiana sebagai donator:
pembangunan balai banjar.

Keempat, mengusut 7 orang
krama yang mendatangi Kejari
Tabanan pada tanggal 31 Janu-

ari 2017 yang meminta men-

: Sabty, § Februari Zo/7

.7

cari dalang intelektual kasus
-penyalahgunaan hibah pem-
bangunan balai banjar. “Kelima
kami memohon Kejaksaan
Negeri Tabanan menangguh-
kan penahanan dan atau mem-
bebaskan I Nyoman Sukarya,”
tandas Arianta. Dikatakan,
sejak kasus ini mencuat timbul
Jperpecahan di banjar padahal
warga tidak ada yang mel-
aporkan pembangunan balai
banjar. Sebab seluruh krama
tidak ada yang keberatan apa-
lagi balai banjar sudah selesai.
Rianta juga ucapkan terima
kasih kepada Wayan Sukaja
dan Ketut Suwardiana karena
telah banyak membantu sam-
pai terwujudnya balai banjar
tahap I.

Terkait aspirasi krama
Banjar Lalang Pasek, Kajari
Tabanan Atang Bawono men-
gaku menampung aspirasi
masyarakat. “Kasus dugaan
penyelewengan dana hibah ini
sudah pelimpahan tahap dua
yang tinggal menunggu persi-
dangan,” terang Atang Bawoni
di hadapan perwakilan krama.
la pun meminta penanganan
kasus ini dibiarkan berjalan
sesuai proses. Jika diberhenti-
kan maka kasus akan menjadi
lama. Terkait siapa yang mel-
aporkan kasus ini, Kajari Atang
Bawono mengatakan dalam
penanganan kasus, Kejari Ta-
banan banyak informasi. “Jan-
gan hanya berpikir ada yang
melapor. Saya harap jangan
sampai ada perpecahan antar
krama banjar atas kasus ini,”
pinta Atang Bawono. & d
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SIN({AR: i Di antaranya, daftar
¢ lama yang ada, saat diveri-
{kasi telah memiliki rumah
layak huni. Permasalahan
lpinnya juga kadang mun-

pate
ini-
karg
jata
terb

1a mendapatkan
1 bedah rumah
nyak di Bali jika

- dul, nama yang diajukan,
‘fldak memiliki lahan prib-

dibldigg.kan dengan ddi yang nantinya akan
kabiipaten/kota yang dipakai untuk membangun
ada.Bulele'r_lg menda- Hedah rumah, sehingga
patkiin kuota sebanyak bantuan tersebut tidak

2.00{) unit bedah rumah
4 akan dibagikan
4|da masyaraakat
nnya yang tidak
liki rumah layak
i||Selain 2.000 unit

dapat terealisasi.
Menurut Gede Komang,
rpalisasi bantuan bedah
rimah dari pemerintah
pusat maupun provinsi
asih diarahkan ke ke-

! kuot}| dari pemerintah - — camatan yang memiliki
pusaf| bedah rumah un- KEPALA Dinas Sosial Bm ahgka kemiskinan cukup
tuk rjjasyarakat miskin Gede Komang : ' tinggi. Seperti kecamatan
di Bifjleleng juga akan = Gerokgak, Tejakula dan

bangkan oleh Pemerintah Provinsi ~ Sukasada. “Kita) tamakan dulu di daerah
‘banyak 446 unit dan dari Pemerin- yang nilai kemiskinannya sangat tinggi,

disu
‘Balig

‘tah K} b%pateli Buleleng sebanyak 33 unit. sehingga warga yang memang tidak
Kdpala Dinas Sosial Buleleng, Gede = memiliki ruma layak huni, dapat lebih
Komgg yang ditemui di ruang kerjanya, zej‘ahtera setelah mendapat bantuan be- H
Jumaf (3/2) siang, mengaku sejumlah ini,” iml 01 R el P 5 59
“kuot dari pemerintah pEsat utai?l:xgi“é; ‘*%&ﬁ ‘ g:‘:g}é%’ﬁﬁ%’?ﬁig lalu,
akan||nenjalani proses verifikasi lebih  ada 4.251 unit, yang terdiri dari 468 unit
lanjuloleh petugas di kabupaten. “Daftar bersumber dati APBD Bulleng, 3.123
~hamg yang ada itu nanti akan diverifi- unit dari Pemefintah Provinsi, 50 unit
kasi ||\ ang, apakah mereka memang layak  dari Pemerintah Pusat dan 610 unit dari

mencl patkan bantuan bedah rumahatau ~ CSR perusahaar. Satu unit bedah rumah

tidak, tkan dijajagi oleh petugas kamisatu  dikerjakan dengan anggaran Rp 30 Juta,
per squ ke lapangan,” ujar dia. Pihaknya Selain bantuan| bedah rumah ditahun
pun rjiengatakan jumlah tersebut belum  yang sama Bulel eng juga mendapatkan
tentu alid semuanya. Karena ketika ada  bantuan rehab umah sebanyak 3.189
dilap#{agan dalam proses verifikasi sering  unitrumah dari pemerintah pusat dengan
ditemll i sejumlah hambatan. = npijlai Rp 15 Juta per unitnya.® k23 i
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